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PRAKATA 

Selamat datang dalam perjalanan pengetahuan audit sektor 

publik melalui buku "Audit Sektor Publik: Membangun Integritas 

Pemerintahan dalam 21 Bab." Buku ini merupakan panduan 

lengkap yang mengupas tuntas berbagai aspek audit sektor publik, 

mulai dari dasar-dasar hingga praktik terkini yang relevan dalam 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan. 

Dalam era yang menuntut tata kelola yang baik dan integritas 

pemerintahan, peran audit dalam sektor publik semakin 

mendapatkan sorotan. Bab pertama membawa Anda pada 

perjalanan memahami dasar-dasar audit sektor publik, serta 

pentingnya peran ini dalam membentuk fondasi integritas 

pemerintahan. 

Bab selanjutnya, kerangka kerja audit sektor publik (bab 2), 

akan membantu Anda memahami struktur dan metode audit yang 

relevan dalam konteks pemerintahan. Anda akan mengetahui 

tentang standar pemeriksaan keuangan negara (bab 3) dan lembaga 

pemeriksa/badan pengawasan keuangan negara (bab 4) yang 

menjadi landasan dalam menjalankan praktik audit yang 

berkualitas. 

Dalam bab 5 dan 6, Anda akan menjelajahi dunia pengelolaan 

keuangan negara dan sistem pengelolaan keuangan negara/daerah. 

Buku ini akan membahas bagaimana standar akuntansi 

pemerintahan (bab 7) mempengaruhi penatausahaan anggaran dan 

akuntansi pemerintahan (bab 8) dalam konteks audit keuangan 

negara. 

Lebih lanjut, bab 9 akan membahas tentang standar akuntansi 

pemerintahan dan implikasinya dalam audit keuangan negara. 

Anda akan memahami bagaimana kode etik auditor pemerintahan 

(bab 10) menjadi panduan dalam melaksanakan tugas audit dengan 

integritas dan profesionalisme. 

Perjalanan dalam praktik audit sektor publik akan terus 

berlanjut melalui bab-bab selanjutnya. Bab 11 hingga 14 akan 

membahas tentang perencanaan audit, metodologi pemeriksaan 

keuangan negara, perencanaan audit laporan keuangan, dan reviu 
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sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebagai elemen 

penting dalam menjalankan audit keuangan negara. 

Bab 15 hingga 17 akan membahas pelaksanaan audit 

keuangan, termasuk audit atas akunakun anggaran dan 

realisasinya, serta evaluasi kewajaran laporan keuangan. Pada 

bagian ini pembaca diberikan ilustrasi kasus audit laporan 

keuangan pada entitas Rumah Sakit BLU/BLUD. Buku ini juga 

akan membahas tentang audit kinerja (bab 18) yang memberikan 

pemahaman lebih dalam tentang efisiensi dan efektivitas program 

pemerintah. 

Terakhir, bab 19 akan membawa Anda pada perjalanan 

pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), di mana Anda akan 

memahami berbagai jenis audit khusus yang dapat 

membantumengungkapkan potensi masalah atau meningkatkan 

kinerja entitas sektor publik. Selanjutnya pada Bab 20 dijelaskan 

audit terakit pengadaan barang dan jasa Pemerintah, yang dalam 

hal ini banyak berpotensi terjadinya fraud. Pada bab 21 dijelaskan 

berbagai hambatan dan tantangan dalam audit sektor publik, serta 

berbagai strategi audit untuk mengatasinya, termasuk impelemtasi 

dari Standar Audit (SA) 600. 

Buku ini memberikan panduan praktis bagi calon auditor 

sektor publik, baik untuk audit laporan keuangan, audit kinerja 

maupun audit khusus atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 

Pendekatan praktis dimaksudkan untuk memudahkan bagi 

pembaca mengikuti alur proses audit sektor publik. Audit sektor 

publik tidaklah mudah, karena banyak hambatan dan tantangan 

yang menghadangnya. Ketekunan dan keceratan serta kerja keras 

adalah modal keberhasilan. Penulis menyadari masih banyak hal-

hal yang terkait dengan tata kelola keuangan negara/daerah yang 

masih belum dibahas dalam buku ini, dan merupakan salah satu 

keterbatasan dari buku ini. 

Kami berharap buku ini dapat memberikan wawasan dan 

pemahaman yang mendalam tentang pentingnya audit sektor 

publik dalam membentuk pilar integritas pemerintahan. Semoga 

buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca yang 
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tertarik pada dunia audit dan akuntansi sektor publik. Selamat 

membaca. 

Semoga buku ini dapat memberikan wawasan dan 

pemahaman yang mendalam tentang audit sektor publik dalam 

membangun integritas pemerintahan. Selamat menikmati dan 

menggali ilmu dalam 20 bab menarik ini. 

 

Surakarta, 25 Oktober 2023 

 

Dr. Payamta, CPA 
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BAB 

1 KONSEP DASAR AUDIT SEKTOR PUBLIK (AUDIT KEUANGAN NEGARA) 

 

1. Pendahuluan 
Menurut kamus bahasa Indonesia, makna istilah audit 

adalah "pengawasan oleh pihak yang berwenang atas keuangan 

suatu instansi atau badan"; sedangkan makna istilah 

pemeriksaan adalah "pengawasan terhadap suatu tempat, 

barang, atau dokumen untuk mengetahui keadaannya atau 

kebenarannya". 

Namun demikian, dalam konteks bisnis dan keuangan, 

istilah audit dan pemeriksaan memiliki makna yang lebih 

spesifik. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, audit 

merujuk pada proses independen dan objektif untuk 

mengevaluasi dan memverifikasi informasi keuangan atau 

operasional suatu entitas, sedangkan pemeriksaan merujuk 

pada proses untuk mengevaluasi dan memverifikasi suatu 

proses, sistem, atau kegiatan dalam suatu entitas. 

Audit dan pemeriksaan adalah istilah yang sering 

digunakan dalam dunia bisnis dan keuangan. Kedua istilah 

tersebut memiliki arti yang berbeda, namun keduanya berkaitan 

dengan proses evaluasi dan verifikasi yang dilakukan pada 

suatu entitas atau proses. 

Audit adalah proses independen dan objektif untuk 

mengevaluasi dan memverifikasi informasi keuangan atau 

operasional suatu entitas, seperti perusahaan atau organisasi, 

dengan tujuan untuk menentukan apakah informasi tersebut 

akurat, andal, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi atau 

standar yang berlaku. 

KONSEP DASAR AUDIT 
SEKTOR PUBLIK (AUDIT 
KEUANGAN NEGARA) 
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BAB 

2 KERANGKA KERJA AUDIT SEKTOR PUBLIK INTERNASIONAL (INTOSAI) 

 

1. Pendahuluan 
INTOSAI merupakan organisasi internasional yang 

terdiri dari badan pemeriksa keuangan pemerintahan (Supreme 

Audit Institutions/Sais) dari berbagai negara di seluruh dunia. 

Organisasi ini didirikan pada tahun 1953 dan menjadi forum 

untuk kolaborasi, pertukaran informasi, dan pengembangan 

standar audit sektor publik. 

Pentingnya Standar dan Kerangka Kerja INTOSAI dan 

Audit Sektor Publik Internasional terletak pada beberapa hal: 

a. Harmonisasi Audit Internasional: Kerangka Kerja INTOSAI 

dan standar audit internasional membantu menciptakan 

harmonisasi dalam praktik audit sektor publik di berbagai 

negara. Hal ini memastikan bahwa standar yang sama 

digunakan oleh badan pemeriksa keuangan di seluruh dunia, 

sehingga hasil audit dapat dibandingkan dan dipahami 

secara konsisten. 

b. Meningkatkan Kualitas Audit: Standar dan Kerangka Kerja 

INTOSAI membantu meningkatkan kualitas audit sektor 

publik dengan menyediakan panduan dan pedoman yang 

komprehensif bagi auditor dalam melaksanakan tugas audit. 

Auditor dapat mengacu pada standar ini untuk memastikan 

audit dilakukan dengan profesional, efektif, dan efisien. 

c. Mendukung Akuntabilitas dan Transparansi: Audit sektor 

publik berperan dalam mendukung akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan keuangan pemerintah. Standar dan 

pedoman INTOSAI membantu memastikan bahwa proses 

KERANGKA KERJA 
AUDIT SEKTOR PUBLIK 

INTERNASIONAL 
(INTOSAI) 
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BAB 

3 SEKILAS TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN) 

 

 

1. Tujuan Instruksional 

Setelah membaca bab ini pembaca diharapkan dapat 

mehami dan menjelaskan kembali perlunya standar professional 

yang berkaitan dengan pemeriksaan/audit keuangan Negara. 

Pembaca diharapkan dapat menjelaskan kembali tentang: 

a. Arti pentingnya terdapat standar professional bagi 

pemeriksa keuangan Negara. 

b. Ciri ciri dari pekerjaan professional dan lembaga professional 

pemeriksa. 

c. Keberadaan dan fungsi Standar Pemeriksaan Keuangan 

Negara (SPKN). 

d. Struktur dan jenis penugasan audit dalam SPKN. 

e. Siapa saja yang perlu memahami dan menjadikan SPKN 

sebagai pedoman dalam melaksanakan pemeriksaan 

keuangan Negara. 

f. Perlunya auditor selain BPK untuk memahami arti 

pentingnya SPKN. 

g. Keberadaan dan macam-macam lembaga pengawas intern 

keuangan Negara. 

h. Arti entingnya dan keberadaan dari Standar Audit Intern 

Pemerintah Indonesia (SAIPI). 

i. Perbandingan antara auditor eksternal dan auditor intern, 

dalam kaitannya dengan pemeriksaan keuangan Negara. 

j. Struktur dan jenis ² jenis pengasan penugasan yang diatur 

dalam SAIPI. 

SEKILAS TENTANG 
STANDAR PEMERIKSAAN 

KEUANGAN NEGARA 
(SPKN) 
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BAB 

4 LEMBAGA PEMERIKSA & PENGAWAS KEUANGAN NEGARA 

 

1. Tujuan Instruksional 

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan dapat 

memehami dan menjelaskan kembali tentang: 

a. Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  

b. Peran BPK dalam Pemeriksaan Keuangan Negara, 

c. Dasar hukum lembaga BPK dan perlunya pemeriksaan 

keuangan Negara. 

d. Lembaga Auditor Internal Pemerintah, dan macam-macam 

APIP. 

e. Tugas dan Fungsi APIP dalam kaitannya dengan 

pemeriksaan keuangan Negara, 

f. Peran Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam kaitannya 

dengan Pemeriksaan Keuangan Negara. 

g. Ketentuan umum persyaratan KAP yang terdaftar di BPK 

sebagai mitra BPK dalam melaksanakan pemeriksaan 

Keuangan Negara. 

 

2. Lembaga Pemeriksa & Pengawas Keuangan Negara 

Dalam kaitannya dengan penugasan pemeriksaan 

keuangan Negara, terdapat dua lembaga auditor yang utama, di 

lingkungan entitas Pemerintah di Indonesia.  

a. Pertama adalah lembaga auditor eksternal, yaitu Badan 

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yang 

merupakan lembaga Negara, yang tugas dan fungsinya 

sebagai  lembaga pemeriksa atas pengelolaan keuangan 

LEMBAGA PEMERIKSA 
& PENGAWAS 

KEUANGAN NEGARA 
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BAB 

5 SEKIlAS TENTANG KEUANGAN NEGARA DAN PENGELOLAANNYA 

 

1. Pengertian Keuangan Dan Ruang Lingkupnya 

Keuangan Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai 

dengan uang. Selain itu, juga termasuk segala sesuatu baik 

berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara 

dalam pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ruang lingkup 

keuangan negara dalam UU No 17 Tahun 2003 meliputi: 

a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan 

mengedarkan uang, serta melakukan pinjaman. 

b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan 

umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak 

ketiga. 

c. Penerimaan Negara: Termasuk pendapatan negara dari 

berbagai sumber seperti pajak, bea dan cukai, hasil kekayaan 

negara, dan penerimaan lain yang sah. 

d. Pengeluaran Negara: Meliputi belanja negara untuk 

membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah, serta 

membayar kewajiban negara lainnya. 

e. Penerimaan Daerah: Meliputi pendapatan daerah dari 

berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

kekayaan daerah, dan penerimaan lain yang sah. 

f. Pengeluaran Daerah: Termasuk belanja daerah untuk 

membiayai program dan kegiatan pemerintahan daerah. 

g. Kekayaan Negara/Daerah: Meliputi aset negara/daerah 

yang dapat dinilai dengan uang seperti uang, surat berharga, 

SEKIlAS TENTANG 

KEUANGAN NEGARA 

DAN PENGELOLAANNYA 
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BAB 

6 SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN REGULASINYA 

 

1. Pendahuluan 

Pengelolaan keuangan negara adalah suatu proses 

pengelolaan semua sumber daya keuangan yang dimiliki oleh 

pemerintah dalam rangka mencapai tujuan-tujuan 

pembangunan nasional. Hal ini meliputi pengelolaan 

penerimaan dan pengeluaran negara, serta pengelolaan utang 

dan investasi negara. 

Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, sistem 

mengacu pada kerangka kerja dan prosedur yang terorganisasi 

dan terstruktur untuk mengatur bagaimana dana publik 

dikumpulkan, dikelola, dan digunakan oleh pemerintah. Sistem 

pengelolaan keuangan negara dirancang untuk memastikan 

bahwa seluruh proses keuangan negara berjalan dengan baik 

dan efisien. 

Pengelolaan keuangan negara yang baik memerlukan 

pendekatan sistematis dan terencana dalam lima aspek utama, 

yaitu perencanaan anggaran, penganggaran, pelaksanaan 

anggaran, pengawasan dan pengendalian, serta pelaporan dan 

pertanggungjawaban keuangan. Dalam perencanaan anggaran, 

dilakukan penentuan kebutuhan dana untuk mencapai tujuan 

pembangunan dan pelayanan publik dengan berdasarkan 

analisis kebutuhan, prioritas, dan ketersediaan sumber daya. 

Selanjutnya, penganggaran melibatkan penetapan alokasi 

dana publik untuk setiap program dan kegiatan sesuai rencana 

anggaran yang telah disusun. Proses ini meliputi penentuan 

sumber pendapatan, anggaran belanja, dan jika diperlukan, 

SISTEM PENGELOLAAN 
KEUANGAN NEGARA 
DAN REGULASINYA 
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BAB 

7 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) 

 

a. Pendahuluan 

Dalam rangka tertanggungjawaban atas pengelolaan 

keuangan yang baik, maka diperlukan adanya  standar 

akuntansi pemerintahan sangat diperlukan untuk 

penatausahaan akuntansi keuangan di sektor publik atau 

pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan memberikan 

pedoman dan kerangka kerja dalam pembuatan laporan 

keuangan yang relevan dan andal serta memastikan konsistensi 

dan akurasi dalam pelaporan keuangan antar entitas 

pemerintahan. 

Standar akuntansi pemerintahan yang umum digunakan 

di Indonesia adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP). SAP berisi prinsip akuntansi dan standar 

pelaporan keuangan untuk entitas pemerintahan, serta 

menjelaskan cara mengukur, mencatat, melaporkan dan 

mengungkapkan transaksi keuangan dalam laporan keuangan. 

Dengan adanya standar akuntansi pemerintahan, 

diharapkan penatausahaan keuangan di sektor publik menjadi 

lebih teratur dan transparan serta memudahkan pengawasan 

dan evaluasi kinerja keuangan entitas pemerintahan oleh pihak-

pihak yang berkepentingan, seperti para pemangku 

kepentingan dan publik. 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pertama kali 

diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah 

STANDAR AKUNTANSI 
PEMERINTAHAN (SAP) 
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BAB 

8 PENATAUSAHAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 

 

1. Pengertian Penatausahaan APBN 

Penatausahaan APBN adalah suatu proses administratif 

yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola dan 

memantau penggunaan anggaran negara yang telah disahkan 

dalam APBN. Proses penatausahaan APBN bertujuan untuk 

mengoptimalkan penggunaan anggaran negara dan 

memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang 

berlaku. 

Beberapa kegiatan penatausahaan APBN antara lain: 

a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA). oleh 

kementerian dan lembaga pemerintah. Setiap kementerian 

dan lembaga pemerintah harus menyusun RKA setiap tahun 

yang berisi rencana kegiatan dan anggaran yang akan 

digunakan selama satu tahun anggaran. RKA ini harus 

memperhatikan alokasi anggaran yang telah ditetapkan 

dalam APBN. 

b. Pencairan dana oleh Kementerian Keuangan Setelah RKA 

disetujui, Kementerian Keuangan akan mencairkan dana 

yang dibutuhkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah 

untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Pencairan 

dana dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal 

kegiatan yang telah ditetapkan. 

c. Pelaporan realisasi anggaran oleh kementerian dan lembaga 

pemerintah. Setiap kementerian dan lembaga pemerintah 

harus melaporkan realisasi anggaran yang telah digunakan 

selama satu tahun anggaran kepada Kementerian Keuangan. 

PENATAUSAHAAN 
ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA 
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9 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN IMPLIKASINYA DALAM PENUGASAN AUDIT 

KEUANGAN NEGARA 

 

1. Pendahuluan 

Basis akuntansi merupakan prinsip akuntansi untuk 

menentukan saat pengakuan dan pelaporan suatu transaksi 

ekonomi dalam laporan keuangan. Terdapat empat basis yang 

umum digunakan dalam pencatatan transaksi keuangan untuk 

menghasilkan laporan keuangan, yaitu basis kas, modifikasi kas, 

modifikasi akrual dan akrual penuh. 

Dari keempat basis tersebut, basis kas dan akrual adalah 

dua basis yang paling sering digunakan. Basis kas akan mencatat 

transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dikeluarkan, 

sedangkan basis akrual mencatat transaksi pada saat terjadinya 

pendapatan atau belanja walaupun kas belum diterima atau 

dikeluarkan. 

Dalam akuntansi Pemerintah Pusat yang saat ini 

diterapkan sejak penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah 

Pusat tahun 2004, Pemerintah menggunakan basis kas menuju 

akrual. Basis ini pada dasarnya adalah basis kas dengan 

penerapan akrual pada akhir periode pelaporan. Dengan basis 

kas menuju akrual, pendapatan diakui pada saat kas diterima ke 

Kas Negara dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari 

Kas Negara. Basis kas untuk pendapatan dan belanja tersebut 

akan menghasilkan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK), sedangkan dengan adanya 

jurnal korolari, pencatatan akrual pada akhir periode akan 

menghasilkan Neraca. 

STANDAR AKUNTANSI 
PEMERINTAHAN DAN 

IMPLIKASINYA DALAM 
PENUGASAN AUDIT 

KEUANGAN NEGARA 
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10 KODE ETIK PROFESI AUDITOR 

 
 

 

 

1. Pengertian Kode Etik 

Kode Etik Profesi Auditor adalah seperangkat prinsip dan 

aturan yang harus diikuti oleh para auditor dalam menjalankan 

pekerjaan mereka. Kode etik ini dibuat untuk menjamin 

integritas, objektivitas, dan profesionalisme auditor dalam 

melaksanakan tugasnya. Berikut adalah penjelasan mengenai 

kode etik profesi auditor: 

a. Integritas. 

Auditor harus mempertahankan integritas dan menjunjung 

tinggi kejujuran dan kepercayaan dalam melaksanakan 

pekerjaannya. Auditor tidak boleh terlibat dalam tindakan 

yang tidak etis seperti penyuapan, pencurian, atau 

kecurangan lainnya. 

b. Objektivitas. 

Auditor harus menjaga objektivitas dan independensi dalam 

melakukan pekerjaannya. Auditor tidak boleh memihak 

pada salah satu pihak yang diaudit dan harus 

mempertimbangkan semua fakta dan bukti secara adil dan 

obyektif. 

c. Kompetensi dan Profesionalisme. 

Auditor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang 

cukup dalam bidang akuntansi dan audit. Auditor harus 

terus mengembangkan diri dan mengikuti perkembangan 

terbaru dalam profesi audit. 

  

KODE ETIK PROFESI 
AUDITOR 
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11 PERENCANAAN AUDIT ² PRA PERIKATAN 

 
 
1. Pendahuluan 

Perencanaan Audit Masa Pra Perikatan 

Perencanaan audit masa pra perikatan adalah tahapan 

awal dalam proses audit di mana auditor melakukan persiapan 

dan perencanaan sebelum memulai audit. Perencanaan audit 

yang dilakukan oleh Tim Audtor dari BPK berbeda dengan 

perencanaan audit yang dilakukan oleh Tim Auditor dari KAP 

sebagai partner BPK. Perbedaan di antara keduanya terjadi 

karena Tim Auditor BPK yang akan melakukan audit atas entitas 

pemerintahan merupakan Amanah atau tugas berdasarkan 

perintah Undang-Undang, dan klien (auditi) tidak dibebani 

dengan biaya operasional audit; semestara jika Tim Auditor 

yang akan melakukan audit atas entitas pemerintahan datang 

karena adanya permintaan dari klien atau Tim Auditor KAP 

diminta oleh Lembaga BPK untuk membantu tugas audit yang 

sesungguhnya itu adalah tugas audit dan menjadi kewenangan 

BPK. Jika Tim Auditor KAP diminta untuk melakukan audit atas 

entitas pemerintahan, maka pada umumnya karena ada 

kesepakatan antara KAP dengan Pimpinan entitas yang akan 

diaudit (auditi). Dalam kontek demikian, maka antara Pimpinan 

KAP dengan Pimpinan entitas auditi terlebih dahulu ada 

kesepakatan di antara para pihak, dan dibuatlah bentuk surat 

perikatan audit. 

  

PERENCANAAN AUDIT 
² PRA PERIKATAN 
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12 METHODOLOGI PEMERIKSAAN KEUANGAN 

 
 

 

 

1. Pendahuluan 

Dalam metodologi pemeriksaan keuangan adalah 

langkah awal yang dilakukan oleh auditor sebelum memulai 

proses pemeriksaan keuangan. Langkah ini melibatkan 

persiapan dan perencanaan untuk memastikan bahwa audit 

dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standar audit yang 

berlaku. Berikut adalah langkah-langkah yang biasanya 

dilakukan dalam pendahuluan metodologi pemeriksaan 

keuangan: 

a. Pemahaman Entitas dan Lingkungan Operasional: Auditor 

akan melakukan studi awal tentang entitas yang akan 

diaudit, termasuk pemahaman tentang profil bisnis, tujuan 

operasional, lingkungan bisnis, struktur organisasi, dan 

proses-proses keuangan dan operasionalnya. Pemahaman ini 

penting untuk mengidentifikasi potensi risiko dan 

memahami konteks di mana audit akan dilaksanakan. 

b. Evaluasi Risiko: Auditor akan melakukan evaluasi risiko 

untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat 

mempengaruhi keandalan laporan keuangan dan efektivitas 

pengendalian intern. Hal ini melibatkan identifikasi risiko 

yang dapat menyebabkan kesalahan material dalam laporan 

keuangan, serta risiko-risiko lain yang berkaitan dengan 

operasi entitas. 

c. Penentuan Ruang Lingkup: Auditor akan menentukan ruang 

lingkup audit, yaitu area atau aspek keuangan dan 

METHODOLOGI 
PEMERIKSAAN 

KEUANGAN 
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13 PERENCANAAN AUDIT BERBASIS RISIKO: AUDIT LAPORAN KEUANGAN 

 

 

 

1. Pendahuluan 

Pada bab ini, kita akan membahas mengenai perencanaan 

audit berbasis risiko dalam audit laporan keuangan Badan 

Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD). Perencanaan audit merupakan tahap awal yang sangat 

penting dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, dan 

pendekatan berbasis risiko menjadi landasan utama dalam 

merencanakan audit dengan tepat dan efektif. 

Dalam bab ini, kita akan menjelaskan langkah-langkah 

yang dilakukan dalam pendahuluan perencanaan audit berbasis 

risiko. Hal pertama yang dilakukan adalah memahami entitas 

yang akan diaudit, termasuk karakteristik, tujuan, misi, dan 

aktivitas operasionalnya. Pemahaman yang mendalam tentang 

entitas ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi potensi risiko 

yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. 

Langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi risiko. 

Auditor akan mengidentifikasi potensi risiko keuangan dan 

operasional yang dapat mempengaruhi laporan keuangan 

BLU/BLUD. Risiko-risiko ini akan dievaluasi untuk 

menentukan tingkat signifikansi dan probabilitas terjadinya, 

sehingga dapat ditentukan area yang perlu diperiksa secara 

lebih mendalam. 

Selanjutnya, kita akan membahas tentang penentuan 

tingkat materialitas yang relevan. Tingkat materialitas 

digunakan sebagai batasan atas kesalahan yang dapat diterima 

PERENCANAAN AUDIT 
BERBASIS RISIKO: AUDIT 

LAPORAN KEUANGAN 
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14 REVIU KEANDALANAN SPIP 

 
 
 
1. Pendahuluan 

Pada tahap pendahuluan dalam pelaksanaan audit, salah 

satu aspek yang penting untuk diperhatikan adalah "Reviu SPIP" 

atau "Review Sistem Pengendalian Intern Pemerintah". Reviu 

SPIP merupakan langkah awal yang dilakukan oleh auditor 

untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian intern yang 

diterapkan oleh entitas pemerintah atau Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

adalah serangkaian prosedur, kebijakan, dan praktik yang 

digunakan oleh entitas pemerintah untuk mencapai tujuan 

organisasi dengan efektif, memastikan akuntabilitas, serta 

mencegah dan mendeteksi kesalahan atau penyalahgunaan 

dana publik. 

Reviu SPIP dilakukan untuk memahami tingkat 

keamanan dan keandalan dalam pengelolaan dana publik serta 

untuk mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin 

mempengaruhi laporan keuangan dan operasional entitas. 

Selain itu, tahap ini memungkinkan auditor untuk menilai 

kecukupan pengendalian yang telah diimplementasikan oleh 

entitas dalam melindungi aset dan mencatat transaksi dengan 

akurat. 

Dalam Reviu SPIP ini, auditor akan melakukan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan Informasi: Auditor akan memperoleh 

informasi tentang SPIP yang ada dalam entitas pemerintah 

REVIU 
KEANDALANAN 

SPIP 
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15 PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEUANGAN 

 

 

 

1. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan 

Dalam melakukan pemeriksaan keuangan, Standar 

Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan (SPKN) mengacu pada tiga 

pernyataan Standar Pekerjaan Lapangan yang ditetapkan oleh 

IAI, yaitu: 

a. Pekerjaan harus direncanakan dengan matang dan jika ada 

asisten yang membantu, harus diawasi dengan cermat untuk 

memastikan kualitasnya.  

b. Untuk merencanakan audit dan menentukan jenis, waktu, 

dan ruang lingkup pengujian yang akan dilakukan, 

diperlukan pemahaman yang memadai tentang 

pengendalian intern.  

c. Untuk menyatakan pendapat yang akurat mengenai laporan 

keuangan yang diaudit, pemeriksa harus memperoleh bukti 

audit yang kompeten melalui inspeksi, pengamatan, 

wawancara, dan konfirmasi. 

 

Selain itu, SPKN juga menyediakan standar pelaksanaan 

tambahan, yaitu: 

a. Pemeriksa harus berkomunikasi dengan manajemen entitas 

yang diperiksa dan pihak yang meminta pemeriksaan 

mengenai rencana pengujian, pelaporan, dan tingkat 

keyakinan yang akan diberikan.  

b. Sebelum melanjutkan pemeriksaan, pemeriksa harus 

mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya dan 

PELAKSANAAN 
PEMERIKSAAN 

KEUANGAN 
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16 PELAKSANAAN AUDIT REALISASI ANGGARAN 

 
 
 

1. Pendahuluan 

Dalam mengelola anggaran, setiap entitas sektor publik, 

termasuk RS BLUD, menggunakan mekanisme penyusunan 

anggaran pendapatan dan belanja. Mekanisme ini memiliki 

tujuan utama untuk mengatur dengan cermat pengeluaran dan 

penerimaan keuangan agar dapat berjalan secara terencana dan 

efisien. Proses penyusunan anggaran biasanya dilakukan secara 

tahunan, dengan mengacu pada kebijakan, program, dan 

sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Setelah mencapai akhir periode anggaran tertentu, yang 

umumnya berlangsung selama satu tahun, entitas melakukan 

evaluasi terhadap pos-pos anggaran yang telah ditentukan 

sebelumnya dan membandingkannya dengan realisasinya. 

Proses inilah yang dikenal sebagai laporan realisasi anggaran. 

Laporan realisasi anggaran memiliki peran penting dalam 

mencatat dan menyajikan informasi tentang bagaimana 

anggaran telah digunakan dan terealisasikan selama periode 

tersebut. 

 

2. Laporan Realisasi Anggaran 

Dalam laporan realisasi anggaran, dilakukan 

perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya dengan realisasi yang terjadi selama periode 

anggaran tersebut. Perbandingan ini bertujuan untuk 

PELAKSANAAN 
AUDIT REALISASI 
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17 TAHAP PENYELESAIAN PEKERJAAN LAPANGAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL  

AUDIT 
 
 
1. Prosedur Analitis Akhir 

Pada tahap pelaksanaan audit akhir, setelah auditor 

melaksanakan serangkaian prosedur audit sesuai dengan 

Standar Profesional Akuntan Publik (SPKN) dan telah 

mengumpulkan bukti-bukti audit yang cukup dan memadai, 

maka auditor akan menyusun laporan hasil audit. Laporan hasil 

audit ini merupakan hasil akhir dari seluruh proses audit yang 

telah dilakukan oleh auditor. 

Tujuan dari prosedur analitis akhir dalam proses audit 

laporan keuangan adalah untuk mengevaluasi keseluruhan 

konsistensi dan rasionalitas informasi keuangan yang terdapat 

dalam laporan keuangan sebelum auditor menyusun laporan 

hasil audit. Proses ini memiliki beberapa tujuan utama sebagai 

berikut: 

a. Menilai Konsistensi dan Rasionalitas Data: Prosedur analitis 

akhir bertujuan untuk memastikan konsistensi data 

keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini 

melibatkan analisis data dari beberapa periode dan 

perbandingan dengan standar industri atau sektor yang 

relevan. Jika ada ketidaksesuaian atau perubahan yang 

signifikan, auditor akan melakukan investigasi lebih lanjut 

untuk memahami penyebabnya dan memastikan bahwa 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah 

rasional dan kredibel. 

b. Memastikan Kepatuhan dengan Prinsip Akuntansi: Proses 

analitis akhir bertujuan untuk memastikan bahwa penyajian 

TAHAP PENYELESAIAN 
PEKERJAAN LAPANGAN 

DAN PENYUSUNAN 
LAPORAN HASIL AUDIT 



674 

 

BAB 

18 AUDIT KINERJA 

 
 
 
1. Pengertian 

Pengertian audit kinerja menurut para pakar atau ahli 

dalam bidangnya dapat bervariasi, tetapi secara umum, audit 

kinerja mengacu pada proses evaluasi independen dan 

sistematis terhadap kinerja suatu organisasi, program, atau 

proyek. Berikut adalah beberapa definisi audit kinerja menurut 

pakar: 

¾ Menurut The Institute of Internal Auditors (IIA): "Audit 

kinerja adalah penilaian independen terhadap kegiatan dan 

operasi organisasi untuk menyediakan jaminan tentang 

tingkat efektivitas, efisiensi, dan efektivitas pengendalian 

internal." 

¾ Menurut United States General Accounting Office (GAO): 

"Audit kinerja adalah evaluasi obyektif dari kinerja program, 

proyek, kegiatan, atau fungsi pemerintah lainnya untuk 

menentukan apakah hasil yang diinginkan telah dicapai." 

¾ Menurut John Vinturella dan Suzanne Erickson: "Audit 

kinerja adalah proses analisis dan penilaian independen 

terhadap aktivitas organisasi atau program untuk menilai 

apakah tujuan telah tercapai, sumber daya digunakan secara 

efisien, dan apakah dampak yang diinginkan telah dicapai." 

¾ Menurut Robert D. Campbell dan Tina S. Loraas: "Audit 

kinerja adalah pendekatan analitis terhadap evaluasi kinerja 

pemerintahan yang berfokus pada pengukuran hasil, 

kualitas, dan efisiensi dari kegiatan organisasi." 

AUDIT KINERJA 
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19 PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT) 

 
 

a. Pengertian Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 

Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atau Audit 

Khusus adalah jenis audit yang dilakukan untuk tujuan spesifik 

atau tertentu yang tidak termasuk dalam audit rutin atau audit 

tahunan. PDTT difokuskan pada aspek tertentu atau 

permasalahan khusus yang perlu dikaji lebih mendalam atas 

permintaan pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan 

khusus terkait dengan hal tersebut. 

PDTT memiliki cakupan yang lebih terbatas dan waktu 

pemeriksaan yang lebih singkat dibandingkan dengan audit 

rutin. Tujuan dari PDTT dapat bervariasi tergantung pada 

kebutuhan dan permintaan dari pihak-pihak yang 

berkepentingan. Beberapa contoh tujuan PDTT antara lain: 

a. Memverifikasi dan mengevaluasi penggunaan dana proyek 

untuk memastikan dana tersebut telah digunakan sesuai 

dengan peruntukannya. 

b. Menilai tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap peraturan 

dan regulasi yang berlaku. 

c. Mengaudit efisiensi dan efektivitas suatu sistem atau proses 

dalam suatu organisasi untuk mengidentifikasi potensi 

perbaikan atau peningkatan produktivitas. 

d. Mengevaluasi keamanan dan perlindungan data dalam 

sistem informasi suatu perusahaan. 

e. Memeriksa kelayakan dan kecukupan anggaran dalam suatu 

proyek atau program tertentu. 

PEMERIKSAAN DENGAN 
TUJUAN TERTENTU (PDTT) 
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20 PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAN ASPEK AUDITNYA 

 
 
 

1. Pendahuluan 

Transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) 

telah lama menjadi sasaran rawan terjadinya korupsi. Ada 

beberapa faktor dan celah yang membuat kasus korupsi bisa 

terjadi dalam konteks ini. Salah satu faktor utama adalah 

kurangnya transparansi dalam proses PBJ, yang dapat 

memungkinkan pejabat pemerintah untuk melakukan tindakan 

korupsi tanpa terdeteksi. Selain itu, banyak kasus korupsi terjadi 

karena ketidakpatuhan terhadap aturan dan regulasi yang telah 

ditetapkan. Pejabat yang tidak mematuhi prosedur pengadaan 

yang telah ditetapkan dapat memanfaatkan celah ini. 

Selain itu, adanya monopoli atau oligopoli pemasok juga 

dapat menciptakan peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan 

dalam proses pengadaan. Ketidakberdayaan lembaga pengawas 

atau badan yang bertanggung jawab atas pengadaan barang dan 

jasa juga merupakan faktor yang dapat membuat 

penyalahgunaan kekuasaan lebih mungkin terjadi. 

Sistem evaluasi kinerja yang lemah juga menjadi celah 

yang dapat dimanfaatkan. Jika tidak ada mekanisme yang efektif 

untuk mengevaluasi kinerja penyedia barang dan jasa, pejabat 

yang terlibat dalam PBJ dapat dengan mudah memberikan 

kontrak kepada pihak yang tidak kompeten atau tidak pantas 

hanya karena alasan lain seperti hubungan pribadi. 

Ketidakjelasan dalam hukum atau regulasi terkait PBJ 

juga dapat menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh 

PENGADAAN BARANG 
DAN JASA PEMERINTAH 
DAN ASPEK AUDITNYA 
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21 HAMBATAN DAN TANTANGAN AUDIT SEKTOR PUBLIK DAN STRATEGI 

MENGATASINYA 
 

 

1. Tujuan Audit Sektor Publik 

Audit sektor publik atau audit pemerintahan memang 

bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi 

dalam pengelolaan aktivitas dan keuangan pemerintah. Proses 

audit ini dilakukan oleh lembaga auditor independen atau 

badan pengawas keuangan yang memiliki mandat untuk 

melakukan pemeriksaan independen terhadap laporan 

keuangan dan kinerja pemerintah. 

Dalam melakukan audit sektor publik, auditor 

bertanggung jawab untuk menilai kewajaran dan integritas 

laporan keuangan, memverifikasi apakah kebijakan dan 

program pemerintah dijalankan sesuai dengan hukum dan 

regulasi yang berlaku, serta memeriksa penggunaan dana 

pemerintah secara efisien dan efektif. Selain itu, auditor juga 

dapat mengidentifikasi potensi penyalahgunaan, kecurangan, 

atau tindakan korupsi dalam pengelolaan dana publik. 

Hasil audit sektor publik memiliki dampak penting bagi 

pemerintah dan masyarakat. Informasi dan temuan dari audit 

ini memberikan wawasan tentang kinerja pemerintah, 

penggunaan dana publik, dan tingkat akuntabilitas dan 

transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini 

memberikan jaminan kepada pemangku kepentingan bahwa 

pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan bertanggung 

jawab dan sesuai dengan kepentingan umum. 
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